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A. Pendahuluan.  

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman (pendapat, 

kepercayaan, hubungan, dsb) memerlukan suatu perekat agar bangsa yang 

bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya. 

Suatu bangsa dalam menyelengarakan kehidupannya tidak terlepas dari 

pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau kait-

mengait antara filosofi bangsa, idiologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada 

kondisi sosial masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta 

pengalaman sejarah . 

Upaya pemerintah dan rakyat menyelengarakan kehidupannya, memerlukan 

suatu konsepsi yang berupa Wawasan Nasional yang dimaksudkan untuk menjamin 

kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri.  

Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya 

melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara 

melihat.  

Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategik 

sehinga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam 

menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar 

kejayaanya.  

LANDASAN  WAWASAN NASIONAL 

Wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik 

yang dianut oleh negara yang bersangkutan. 

1. Paham-paham kekuasaan 

a. Machiavelli (abad XVII) 

Dengan judul bukunya The Prince dikatakan sebuah negara itu akan 

bertahan apabila menerapkan dalil-dalil: 

Þ Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan segala cara  dihalalkan. 

Þ Untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (devide et empera)  

adalah sah. 



Þ Dalam dunia politik,yang kuat pasti dapat bertahan dan menang. 

b. Napoleon Bonaparte (abad XVIII) 

Perang dimasa depan merupakan perang total, yaitu perang yang 

mengerahkan segala daya upaya dan kekuatan nasional. Napoleon berpendapat 

kekuatan politik harus didampingi dengan kekuatan logistik dan ekonomi, yang 

didukung oleh sosial budaya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa  

untuk membentuk kekuatan pertahanan keamanan dalam menduduki dan 

menjajah negara lain. 

c. Jendral Clausewitz (abad XVIII) 

Jendral Clausewitz sempat diusir pasukan Napoleon hingga sampai Rusia 

dan akhirnya dia bergabung dengan tentara kekaisaran Rusia. Dia menulis sebuah 

buku tentang perang yang berjudul “Vom Kriegen” (tentang perang). Menurut dia  

perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Buat dia perang sah-sah saja 

untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa. 

d. Fuerback dan Hegel (abad XVII) 

Paham materialisme Fuerback dan teori sintesis Hegel menimbulkan aliran 

kapitalisme dan komunisme. Pada waktu itu berkembang paham perdagangan 

bebas (Merchantilism). Menurut mereka  ukuran keberhasilan ekonomi suatu 

negara adalah seberapa besar surplus ekonominya, terutama diukur dengan 

seberapa banyak emas yang dimiliki oleh negara itu. 

e. Lenin (abad XIX) 

Memodifikasi teori Clausewitz dan teori ini diikuti oleh Mao Zhe Dong yaitu 

perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Perang bahkan 

pertumpahan darah/revolusi di negara lain di seluruh dunia adalah sah, yaitu dalam 

rangka mengkomuniskan bangsa di dunia. 

f. Lucian W. Pye dan Sidney 

Tahun 1972 dalam bukunya Political Cultural dan Political Development 

dinyatakan bahwa kemantapan suatu sistem politik hanya dapat dicapai apabila 

berakar pada kebudayaan politik bangsa ybs. Kebudayaan politik akan menjadi 

pandangan baku dalam melihat kesejarahan sebagai satu kesatuan budaya. 

Dalam memproyeksikan eksistensi kebudayaan politik tidak semata-mata 

ditentukan oleh kondisi-kondisi obyektif tetapi juga harus menghayati kondisi 



subyektif psikologis sehingga dapat menempatkan kesadaran dalam kepribadian 

bangsa. 

2. Teori–teori geopolitik (ilmu bumi politik) 

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dari aspek 

geografi. Teori ini banyak dikemukakan oleh para sarjana seperti :   

a. Federich Ratzel 

Þ Pertumbuhan negara dapat dianalogikan (disamakan/mirip) dengan 

pertumbuhan organisme (mahluk hidup) yang memerlukan ruang hidup, 

melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup tetapi 

dapat juga menyusut dan mati. 

Þ Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik 

dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang makin memungkinkan 

kelompok politik itu tumbuh (teori ruang). 

Þ Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas 

dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup terus 

dan langgeng. 

Þ Semakin tinggi budaya bangsa semakin besar kebutuhan atau dukungan 

sumber daya alam. Apabila tidak terpenuhi maka bangsa tsb akan mencari 

pemenuhan kebutuhan kekayaan alam diluar wilayahnya (ekspansi). 

Apabila ruang hidup negara (wilayah) sudah tidak mencukupi, maka dapat 

diperluas dengan mengubah batas negara baik secara damai maupun dengan 

kekerasan/perang.  

Ajaran Ratzel menimbulkan dua aliran : 

-menitik beratkan kekuatan darat 

-menitik beratkan kekuatan laut 

Ada kaitan antara struktur politik/kekuatan politik dengan geografi disatu 

pihak, dengan tuntutan perkembangan atau pertumbuhan negara yang 

dianalogikan dengan organisme (kehidupan biologi) dilain pihak. 

b. Rudolf  Kjellen 

Þ Negara sebagai satuan biologi, suatu organisme hidup. Untuk mencapai tujuan 

negara, hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang (wilayah) yang 



cukup luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan 

kekuatan rakyatnya. 

Þ Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang-

bidang: geopolitik,ekonomipolitik, demopolitik, sosialpolitik dan kratopolitik. 

Þ Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, tetapi harus 

mampu swasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan 

teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional. 

c. Karl Haushofer 

Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman di bawah kekuasan 

Aldof Hitler, juga dikembangkan ke Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi 

oleh semangat militerisme dan fasisme. Pokok– pokok teori Haushofer ini pada 

dasarnya menganut teori Kjellen, yaitu sebagai berikut : 

Þ Kekuasan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasan 

imperium maritim untuk menguasai pengawasan dilaut 

Þ Negara besar didunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia 

barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia timur raya. 

Þ Geopulitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan pada soal strategi 

perbatasan. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan 

kelangsungan hidup untuk mendapatkan ruang hidup (wilayah). 

d. Sir Halford Mackinder (konsep wawasan benua) 

Teori ahli Geopolitik ini menganut “konsep kekuatan”. Ia mencetuskan wawasan 

benua yaitu konsep kekuatan di darat. Ajarannya menyatakan ; barang siapa dapat 

mengusai “daerah jantung”, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai “pulau dunia” 

yaitu Eropa, Asia, Afrika dan akhirnya dapat mengusai dunia. 

e. Sir Walter Raleigh dan Alferd Thyer Mahan (konsep wawasan bahari) 

Barang  siapa  menguasai  lautan  akan  menguasai 

“perdagangan”.  Menguasai  perdagangan  berarti  menguasai “kekayaan 

dunia” sehinga pada akhirnya menguasai dunia. 

f. W.Mitchel,  A.Seversky,  Giulio Douhet,  J.F.C.Fuller (konsep wawasan dirgantara) 

Kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Kekuatan di udara 

mempunyai daya tangkis terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan 



dengan penghancuran dikandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak 

menyerang. 

g. Nicholas J. Spykman 

Teori daerah batas (rimland) yaitu teori wawasan kombinasi, yang 

menggabungkan kekuatan darat, laut, udara dan dalam pelaksanaannya disesuaikan 

dengan keperluan dan kondisi suatu negara. 

B. Pengertian Wawasan Nusantara Menurut Para Ahli 

Definisi dan makna dari wawasan nusantara juga dijabarkan dari sudut 

pandang beberapa ahli berikut ini: 

1. Prof. Wan Usman – Menurut Prof. Wan Usman, wawasan nusantara adalah cara 

pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan 

dalam segala aspek kehidupan yang beragam. 

2. Munadjat Danusaputro, 1981 – Menurut Munadjat Danusaputro, wawasan 

nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya 

dalam eksistensi yang saling terhubung, serta pemekarannya di tengah 

lingkungan berdasarkan asas nusantara. 

3. Sumarsono, 2002 – Menurut Sumarsono, wawasan nusantara merupakan nilai 

yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap 

strata di seluruh wilayah negara. Peraturan tersebut menggambarkan sikap, 

perilaku, paham dan semangat nasionalisme kebangsaan yang tinggi dan menjadi 

identitas jati diri bangsa Indonesia. 

4. Samsul Wahidin, 2010 – Menurut Samsul Wahidin, wawasan nusantara memiliki 

arti cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara 

bertindak, cara berpikir dan tingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari 

interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek asta grata. 

5. Srijanti, Kaelan, dan Achmad Zubaidi, 2007 – Menurut Srijanti, Kaelan, dan 

Achmad Zubaidi, wawasan nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia 

terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta 

sesuai wilayah geografis nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi 

mencapai tujuan dan cita-cita nasional. 

6. M. Panggabean, 1979 – Menurut M. Panggabean, wawasan nusantara adalah 

doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup 



Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasilad an UUD 1945 

dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografi, teknologi 

dan peluang strategis lainnya. 

7. Sabarti Akhadiah MK, 1997 – Menurut Sabarti Akhadiah, pengertian wawasan 

nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya 

sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang 

merdeka, berdaulan dan bermartabat yang menjiwai kebijakan dalam mencapai 

tujuan bangsa. 

8. Lembaga Pertahanan Nasional, 1999 – Menurut Lemhanas, wawasan nusantara 

sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia dalam memanfaatkan konstelasi 

geografis Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan 

segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha pencapaian aspirasi bangsa dan 

kepentingan dan tujuan-tujuan nasional. 

9. Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN – Menurut Tap MPR Tahun 1993 

dan 1998 Tentang GBHN, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap 

bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan 

persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam 

menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat 

mencapai tujuan nasional. 

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN WAWASAN NUSANTARA.  

1. Kedudukan  

a) Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan 

ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi 

penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan 

cita-cita dan tujuan nasional.  

b) Wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari 

stratifikasinya sebagai berikut:  

• Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara 

berkedudukan sebagai landasan idiil.  

• Undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, 

berkedudukan sebagai landasan konstitusional.  



• Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai 

landasan visional.  

• Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai 

kebijaksanaan nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. 

2. Fungsi  

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta 

rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, 

tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan 

daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

3. Tujuan  

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala 

aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan 

nasional dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, 

atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-

kepentingan individu, kelompok, suku bangsa,atau daerah.  

 

C. Latar Belakang dan Aspek Wawasan Nusantara 

Adanya wawasan nusantara dilaterbelakang oleh berbagai aspek dasar berikut ini: 

• Aspek Falsafah Pancasila – Pengembangan wawasan nusantara diperoleh dari 

nilai-nilai Pancasila sebagai berikut: 

Þ Hak Asasi Manusia (HAM), seperti hak memeluk agama dan 

menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing- masing. 

Þ Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. 

Þ Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 

• Aspek Kewilayahan Nusantara – Letak geografis indonesia merupakan anugerah 

meliputi sumber daya alam, suku bangsa, dan ragam budaya. 

• Aspek Sosial Budaya – Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ratusan suku 

bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama dan 

kepercayaan yang berbeda-beda. keberagaman tersebut mengandung potensi 

konflik sosial yang besar apabila tidak diatur dengan baik. 



• Aspek Sejarah – Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan proses panjang yang 

mengorbankan jiwa dan raga. Pemahaman ini harus diberikan kepada seluruh 

warnaga negara agar perpecahan tidak terjadi dan bangsa Indonesia tetap 

bertahan serta menjaga keutuhan wilayahnya. 

 

Lahirnya konsepsi wawasan nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir. H. Djuanda 

Kartawidjaja yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya 

dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut:  

"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau- pulau 
yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah 
bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan 
demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah 
kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman 
ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan 
dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan 
batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang 
menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau- pulau Negara Indonesia. 
Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas- lekasnya dengan Undang-
Undang" . 
 
Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung 

dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini 

wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai 

pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau.  

Sebelum keluarnya Deklarasi Djuanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territoriale 

Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) atau dikenal dengan nama 

Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi Ordonansi tersebut 

pada intinya adalah penentuan lebar laut lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal 

berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat. Dengan peraturan zaman 

Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di 

sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis 

pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing boleh dengan 

bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi 

pemisah pulau-pulau di Indonesia.  

 



Di atur dalam Pasal 25 A UUD NRI 1945, yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang 

batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Menurut pasal tersebut, 

negara Indonesia dicirikan berdasar wilayahnya. 

Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut dibentuklah undang-

undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya Deklarasi Djuanda 1957 dibentuklah 

Undang-Undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Sampai saat ini telah 

banyak peraturan perundangan yang disusun guna memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. 

Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga 

memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar Deklarasi Djuanda ini ke forum 

internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui 

perjuangan panjang, akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang 

bernama “The United Nation Convention on the Law of the Sea” (UNCLOS). Berdasarkan 

Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas Negara Kepulauan (Archipelago State). 

Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan, Indonesia. UNCLOS 1982 

tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985. Berdasar konvensi 

hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 

5,9 juta km2, terdiri atas 3,2 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 juta km2 perairan zona 

ekonomi eksklusif (ZEE). Luas perairan ini belum termasuk landas kontinen (continent shelf).  

 
  

 



 

 

D. Wawasan nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia. 
 

Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. “Geo” berarti bumi 

dan “Politik” politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan teia yang 

berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas 

(prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan 

tertentu. Tindakan, cara dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat 

masyarakat hidup. Selanjutnya geopolitik dipandang sebagai studi atau ilmu.  

Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang "pengaruh faktor 

geografis pada tindakan politik”. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara 

yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat 

tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor–

faktor geografi, strategi dan politik suatu negara. Pandangan bangsa Indonesia tentang 

kekuasaan dapat disarikan dari rumusan Pembukaan UUD 1945. 

E. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain:  
 

a) Bercirikan negara kepulauan (Archipelago State) dengan jumlah 17.508 pulau. 
b) Luas wilayah 5.192 juta km2 dengan perincian daratan seluas 2.027 juta km2 dan 

laut seluas 3.166 juta km2. Negara kita terdiri 2/3 lautan / perairan 
c)  Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km  
d) Terletak diantara dua benua dan dua samudra (posisi silang)  
e) Terletak pada garis katulistiwa  
f) Berada pada iklim tropis dengan dua musim  
g) Menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik 
h) Berada pada 60 LU- 110 LS dan 950 BT – 1410 BT  
i) Wilayah yang subur dan habittable (dapat dihuni)  
j) Kaya akan flora, fauna, dan sumberdaya alam . 

 

Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan yakni:  

1. Memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa (Data BPS, 2010)  
2. Memiliki jumlah penduduk besar, sekitar 242 juta (Bank Dunia, 2011)  
3. Memiliki keragaman ras  
4. Memiliki keragaman agama  
5. Memiliki keragaman kebudayaan, sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. 


